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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah, karena dengan rahmat,
hidayah, dan inayahNya, penulisdapat menyelesaikan tahapan penyusunan SKripsi
yang berjudul pemberdayaan usaha mikro melalui inovasi platform digital di
Kabupaten Sidoarjo pada masa pandemi covid-19. Maksud dari karya ilmiah ini
adalah untuk menganalisis pemberdayaan usaha mikro melalui inovasi platform
digital di Kabupaten Sidoarjo pada masa pandemi covid-19. Dengan dasar itu,
tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah : (i) untuk menjelaskan dan menganalisis
persoalan atau masalah yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro saat
menghadapi pandemi covid-19, (ii) untuk menganalisis program pemberdayaan
yang dilaksanakan sebelum dan sesaat adanya pandemi covid-19 Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo serta menganalisis faktor penghambat dan
pendukung yang dialami Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo
dari program tersebut, dan (iii) untuk menganalisis hasil dari program
pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Sidoarjo yang dinikmati oleh masyarakat.

Sehubungan dengan tujuan tersebut, maka teori yang digunakan pada
penelitian ini menggunakan : (i) teori pemberdayaan yang telah dirumuskan oleh
Chambers, (1995), (ii) teori usaha mikro menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, dan (iii) teori digitalisasi
yang dirumuskan Lucija, Vuksic’, dan Spremic’ (2019). Metode penelitian yang

dipilih dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan
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pendekatan ini fokus penelitiannya adalah (i) pemberdayaan yang dilakukan oleh
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam upaya
pengembangan usaha mikro melalui inovasi platform digital, (ii) data yang
dikumpulkan berupa data dokumentasi, data wawancara, dan data observasi, (iii)
berbagai data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data
interaktif.

Hasil yang didapatkan adalah pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo sebelum dan sesaat adanya
pandemi telah bekerja keras dan sebaik mungin untuk kesejahteraan usaha mikro.
Pemberdayaan yang dilakukan yaitu pelatihan rutin, sosialisasi izin usaha, cara
membuat logo dan merek produk yang bagus dan menarik, sertifikasi kompetensi,
cara pemasaran yang menarik, kegiatan pengelolaan tangan dan pangan. Serta
memperkenalkan platform digital seperti aplikasi tiktok, facebook, instagram,
whatsapp, shopee, lazada, tokopedia, dan lain-lain untuk meningkatkan
penjualannya. Hambatan pemberdayaan yang terjadi selama pandemi covid-19
disebabkan adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Faktor pendukungnya
meskipun ada anggaran maupun tidak tetap dilakukan pemberdayaan secara rutin.
Hasil pemberdayaan yaitu menciptakan usaha mikro yang mandiri, inovatif, dan
kreatif sehingga dapat bersaing di era globalisasi khusunya dimasa pandemi

covid-19.
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ABSTRAK

Pandemi covid-19 memiliki dampak yang besar terutama terhadap
keberlangsungan bisnis usaha mikro di Indonesia salah satunya di Kabupaten
Sidoarjo. Kondisi tersebut usaha mikro diharapkan tetap bertahan, sedangkan
kebijakan pemerintah dengan membatasi mobilitas masyarakat membuat usaha
mikro mendapatkan waktu yang sangat terbatas, sehingga omzet yang didapatkan
menurun. Hal ini membuat negara Indonesia menjadi turun kelas jadi negara
menengah bawah yang sebelumnya menjadi negara menengah atas. Perlu adanya
peran pemerintah dalam menangani masalah ini. Sehingga dapat merumuskan
masalah yaitu apa saja persoalan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Sidoarjo selama pandemi, program pemberdayaan usaha mikro yang
dilaksanakan sebelum dan sesaat adanya pandemi covid-19, serta faktor
penghambat dan pendukungnya, dan hasil dari program pemberdayaan yang
dinikmati oleh masyarakat?. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis
persoalan, program pemberdayaan sebelum dan sesaat adanya pandemi, serta
faktor pendukung dan penghambatnya, dan hasil dari program pemberdayaan
yang dinikmati oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif.

Hasil menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yaitu pelatihan rutin, sosialisasi
izin usaha, cara membuat logo dan merek produk yang bagus dan menarik,
sertifikasi kompetensi, dan cara pemasaran yang menarik. Serta memperkenalkan
platform digital seperti aplikasi tiktok, facebook, instagram, whatsapp, shopee,
lazada, tokopedia, dan lain-lain untuk meningkatkan penjualannya. Hambatan
pemberdayaan yang terjadi selama pandemi covid-19 disebabkan adanya
pembatasan mobilitas masyarakat. Faktor pendukungnya ada anggaran maupun
tidak tetap dilakukan pemberdayaan secara rutin. Hasil pemberdayaan yaitu
menciptakan usaha mikro yang mandiri, inovatif, dan kreatif sehingga dapat
bersaing di era globalisasi khusunya dimasa pandemi covid-19.

Kata kunci : pemberdayaan, usaha mikro, dan platform digital
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ABSTRACT

The covid-19 pandemic has had a major impact, especially on the
sustainability of micro-enterprises in Indonesia, one of which is in Sidoarjo
Regency. Under these conditions, micro-enterprises are expected to survive, while
the government's policy of limiting community mobility makes micro-enterprises
get very limited time, so that their turnover decreases. This has caused the
Indonesian state to be downgraded to a lower-middle-class country that
previously became an upper-middle country. There needs to be a role for the
government in dealing with this problem. So that it can formulate problems,
namely what are the problems faced by the Cooperatives and Micro Business
Office of Sidoarjo Regency during the pandemic, micro-enterprise empowerment
programs that were carried out before and during the covid-19 pandemic, as well
as inhibiting and supporting factors, and the results of the empowerment program
enjoyed by the community?. The purpose of this study is to analyze the problems,
empowerment programs before and during the pandemic, as well as the
supporting and inhibiting factors, and the results of the empowerment programs
enjoyed by the community. This study used qualitative research methods.

The results show that the empowerment carried out by the Cooperatives and
Micro Business Office of Sidoarjo Regency is routine training, socialization of
business licenses, how to make good and attractive logos and product brands,
competency certification, and attractive marketing methods. As well as
introducing digital platforms such as the Tiktok application, Facebook,
Instagram, WhatsApp, Shopee, Lazada, Tokopedia, and others to increase sales.
Barriers to empowerment that occurred during the covid-19 pandemic were
caused by restrictions on community mobility. The supporting factor is the budget
or not, empowerment is carried out regularly. The result of empowerment is to
create micro-enterprises that are independent, innovative, and creative so that
they can compete in the era of globalization, especially during the covid-19
pandemic.

Keywords: empowerment, micro-enterprise, and platform digital
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pandemi covid-19 memiliki dampak yang besar terutama terhadap
keberlangsungan bisnis usaha mikro di Indonesia salah satunya di Kabupaten
Sidoarjo. Virus corona atau yang dikenal sebagai covid-19 merupakan penyakit
misterius yang melumpuhkan kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 yang
akhirnya menyebar luas kesuluruh dunia. Virus corona atau covid-19 ini bermula
dari pneumonia atau radang paru-paru misterius. Kasus ini diduga berkaitan
dengan pasar hewan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang,
termasuk yang kurang layak dikonsumsi seperti ular, kelelawar dan berbagai jenis
tikus.

Kasus infeksi pneumonia banyak ditemukan dipasar hewan. Virus corona
diduga dibawa kelelawar dan hewan lainnya yang dimakan manusia sehingga
terjadi penularan. Virus corona sebenarnya tidak asing dalam dunia kesehatan
hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu terinfeksi manusia hingga terjadi
penyakit radang paru-paru. Kelelawar, ular, dan berbagai hewan eksotis lain
hingga kini masih dianggap sebagai faktor virus corona. Informasi tersebut, dapat
membuktikan diri mampu menular antar manusia. Penularan sangat cepat hingga
Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan pandemi virus corona pada
pandemi atau epidemic global mengindikasikan inveksi covid-19 yang sangat

cepat hingga hampir tidak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus
1



corona. Peningkatan jumlah kasus yang terjadi dalam waktu singkat hingga butuh
penanganan secepatnya.

Pengaruh adanya pandemi covid-19 ini sangat berdampak dalam
keberlangsungan usaha mikro. Pertama, daya beli masyarakat yang membuat
usaha mikro mengalami penurunan pendapatan akibat tidak adanya pelanggan.
Ditambah kebijakan pemerintah dari PSBB, PSBB Transisi, PPKM Darurat,
hingga PPKM level satu sampai empat. Kedua, hambatan distribusi disebabkan
adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Hal ini membuat usaha mikro kesulitan
mendistribusikan barang dagangnya yang dipesan ataupun dibeli oleh konsumen.
Ketiga, usaha mikro kesulitan mengelola modal dan biaya usahanya karena
kecilnya pendapatan yang diterima saat pandemi melanda. Keempat, sulitnya
usaha mikro mendapatkan bahan baku dan tergolong mahal. Kelima,
terhambatnya produksi akibat adanya pembatasan pergerakan tenaga kerja.

Kondisi tersebut usaha mikro diharapkan tetap bertahan, sedangkan
kebijakan pemerintah dengan membatasi masyarakat dalam beraktivitas membuat
usaha mikro mendapatkan waktu yang sangat terbatas. Usaha mikro sangat rentan
untuk bertahan, jika sebelum adanya pandemi menggantungkan diri mendapatkan
penghasilan dari usahanya berjual keliling maupun menetap tanpa adanya batasan
waktu, usaha mikro mendapatkan omzet lebih tinggi. Dibandingkan dengan
adanya pandemi covid-19 ini, bahkan tidak mendapatkan omzet dan bisa jadi

mengalami kerugian.



TABEL 1.1. PENURUNAN OMZET PENJUALAN

Omzet rata-rata per bulan Penurunan Omzet
1. Alat sekolah dan olahraga (home industri dan dagang) 57%
2. Makanan/ minuman kemasan (home industri) 63%
3. Warkop, depot dan cafe (perdagangan) 63%
4. Merancang/ toko bahan pokok (perdagangan) 67%
5. Alat elektronik (perdagangan) 68%
6. Souvenir dan kerajinan (home industri dan perdagangan) 75%
7. Kerajinan batik (home industri) 78%
8. Alat musik tradisional (home industri) 83%
9. Pakaian (perdagangan) 83%
Sumber : Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19

20 4 Nilai dalam Satuan Juta Rupiah

M Pre Pandemi

W Pandemi

Gambar 1.1. Grafik Perbandingan Omzet Sebelum dan Saat Pandemi

Sumber : Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19

Data pada tabel 1.1. menunjukkan tingkat penurunan omzet penjualan antara
57% sampai 83% untuk variasi jenis produk usaha dan perdagangan UMKM di
Jawa Timur dalam rentang waktu bulan februari sampai mei 2020. Gambar 1.1.

menunjukkan penurunan omzet penjualan dalam waktu 3 (tiga) bulan yang sangat

mengejutkan (Soetjipto, 2020).




INDONESIA TURUN KELAS
JADI NEGARA MENENGAH - BAWAH

1 JULI 2021

Laporan World Bank/Bank Dunia: Peringkat Indonesia Turun Jadi Lower Middle
Income Country/LMIC/Negara Berpenghasilan Menengah-Bawah

PENYEBAB/PEMICU

Gross National Income/GNI/
3'979 Pendapatan Nasional Bruto Indonesia

Hanya USD 3.979 per Kapita 4
2020 Kondisi Ekonomi Nasional Indonesia
Sepanjang Tahun 2020 KATEGORI
e ) WORLD
= 2 07% Badan Ppsat Stat!stlk/BPs. .Pertumbuhan BANK
] Ekonomi Indonesia 2020 Minus 2,07%

> High Income
@ . (>USD 12.535)
Upper Middle Income

T (USD 4.046 - USD 12.535)

MENENGAH-BAWAH:

Aljazair, Angola, Lower Middle Income
Bangladesh, Belize, (USD 1.036 - USD 4,045)
Benin, Bolivia, Mesir,

El Savador, India,

Iran, Myanmar & Lower Income
Filipina (USD 1.035)
1 JULI 2020

@ Indonesia Masuk Upper Middle Income Country/UMIC/Negara Berpenghasilan Menengah-Atas

» GNI Indonesia Capai USD 4.050 per Kapita

» Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Relatif Tinggi Rata-Rata 5,4% dalam Beberapa Tahun
Terakhir Sebelum Pandemi Covid-19

Gambar 1.2. Dampak akan pandemi terhadap perekonomian Indonesia
Sumber : Liputan6.com

Dampak dari kondisi tersebut, Bank Dunia menyebut negara Indonesia
turun peringkat menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle
income). Posisi Indonesia turun karena Gross National Income (GNI) Indonesia
hanya sebesar USD 3.979 per kapita. Pemicunya, kondisi ekonomi nasional yang
terjadi sepanjang 2020 yang terimbas besar pandemi Covid-19. Mengingat pada
tahun sebelumnya, Bank Dunia memasukkan Indonesia dalam negara

berpenghasilan menengah atas (upper middle income). Gross National Income



(GNI) atau pendapatan nasional bruto Indonesia mencapai USD 4.050 per kapita,
sedikit di atas ambang batas minimal yakni USD 4.046. Pertumbuhan ekonomi
Indonesia juga relatif tinggi secara konsisten rata-rata 5,4 persen dalam beberapa
tahun terakhir sebelum pandemi (Syaiful, 2021).

Pandemi Covid-19 membuat teknologi memiliki banyak kemajuan. Pandemi
membuat banyak hal berubah, salah satunya dalam hal teknologi e-commerce
semakin populer. Kalangan usaha mikro dipaksa untuk lebih melek teknologi
yang berkecimpung dunia digital agar bisnis tetap bisa berjalan walau di masa
pandemi. Pemerintah memaksa masyarakat untuk melek teknologi agar semakin
terbiasa terutama di masa pandemi.

Pandemi juga memaksa percepatan di sektor pendidikan. Pembelajaran
sekolah jarak jauh ini memaksa anak-anak dengan dibantu dengan orang tua untuk
akrab dengan internet. Oleh sebab itu, akses internet dan teknologi di Indonesia
belum merata di semua wilayah. Beberapa anak di berbagai daerah di Indonesia
tidak dapat mengakses internet dengan mudah. Mereka harus bersusah payah
mencari tempat yang dapat menjangkau internet agar depat melaksanakan sekolah
daring. Permasalahan ini muncul dan membuat pemaksaan terhadap pemerintah
untuk melakukan pemerataan akses internet ke seluruh wilayah. Apabila anak-
anak yang sama sekali tidak bisa melakukan akses internet maka dengan terpaksa
mengumpulkan tugas sekolah secara offline. Penyebaran virus Corona yang belum
berhenti ini menjadikan acuan agar akses internet dan teknologi dapat lebih

merata ke seluruh penjuru Indonesia.



Teknologi yang mulai berkembang pesat di masa pendemi ini adalah
teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (Al) dan robot. Dengan
adanya peraturan pemerintah dalam menjaga jarak atau PSBB untuk mencegah
penyebaran Covid-19 maka banyak startup dan periset mencoba bermacam cara
untuk berinovasi membuat robot agar bisa mengurangi kontak dengan sesama
manusia. Teknologi yang memiliki kegunaan ‘tanpa sentuh’ kini sudah mulai
banyak digunakan khususnya di tempat umum. Penggunaan robot di masa
pandemi ini semakin masif untuk berbagai keperluan membantu manusia. Salah
satu contohnya adalah robot digunakan untuk menyemprotkan desinfektan di
ruangan. Robot digunakan untuk membantu memeriksa kondisi pasien. Teknologi
Artificial Intelligence pun kian banyak digunakan di masa pandemi. Kecerdasan
buatan dipakai untuk membantu banyak hal seperti mendiagnosa penyakit dan
membantu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan pandemi (Ayu,
2020).

Teknologi dapat digunakan dibidang sektor pertanian hingga pertambangan
yang dilakukan jarak jauh. Dengan adanya perkembangan teknologi dan
masyarakat dapat dengan terbiasa menggunakan teknologi tersebut maka akan
lebih mudah dalam menjalani pekerjaan secara jarak jauh.

Menghadapi situasi pandemi covid-19 usaha mikro melakukan penjualan
melalui online. Banyak kendala yang dialami usaha mikro dalam melakukan
penjualan seperti, kurang memahami cara pemasaran produk yang manarik minat

pembeli dan cara pemakaian digital. Aspek pendukung lainnya juga kurang



mengetahui cara pemasangan iklan, pemfotoan, hingga memasarkan produk di
platform digital.

Seperti yang diketahui bahwa pemerintah telah membuat kebijakan atas
bantuan dana kepada usaha mikro dengan persyaratan tertentu. Dan tidak semua
usaha mikro mendapatkan bantuan tersebut karena faktor dan kendala individu.
Usaha mikro hanya mengharapkan pemerintah membeli dagangannya, hingga
uang modal dapat kembali. Dengan begitu usaha mikro dapat berjalan semestinya.
Butuh peran pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut, hal itu direspon
baik oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan untuk

pengembangan usaha mikro agar tetap bertahan di masa pandemi covid-19.



1.2. Rumusan Masalah
Pada diskripsi latar belakang yang telah diuraikan, maka ditemukan
rumusan masalah yang diupayakan dapat menyelesaikan penelitian ini yaitu :

1) Apa saja persoalan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Sidoarjo dalam menghadapi pandemi covid-19 ?

2) Apa saja program pemberdayaan usaha mikro yang dilaksanakan sebelum dan
sesaat adanya pandemi covid-19 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Sidoarjo serta faktor penghambat dan pendukung dari program tersebut ?

3) Bagaimana hasil dari program pemberdayaan usaha mikro oleh Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro yang dinikmati oleh masyarakat ?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian hakikatnya mengacu pada rumusan masalah :

1) Untuk menjelaskan dan menganalisis persoalan atau masalah yang dihadapi
oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro saat menghadapi pandemi covid-19.

2) Untuk menganalisis program pemberdayaan yang dilaksanakan sebelum dan
sesaat adanya pandemi covid-19 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Sidoarjo serta menganalisis faktor penghambat dan pendukung yang dialami
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dari program tersebut.

3) Untuk menganalisis hasil dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan
oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang dinikmati oleh

masyarakat.



1.4. Manfaat Penelitian
1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan informasi, wawasan dan
pembelajaran bagi mahasiswa dan pengusaha yang lain dalam menangani suatu
permasalahan yang ada di Indonesia dalam melakukan pemberdayaan usaha mikro
yang sesuai dengan kondisi saat ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi
wacana dalam pengembangan ilmu pemberdayaan dengan sedalam-dalamnya
yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti bagi
penelitian selanjutnya.
1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi, motivasi dan inovasi,
serta memberikan inspirasi untuk masyarakat, khususnya pelaku usaha yang akan
merintis usahanya dimasa pandemi covid-19. Selain itu penelitian ini juga dapat

menjadi referensi dalam mengurangi pengangguran akibat pandemi covid-19.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

TABEL 2.2. PENELITIAN TERDAHULU

No Nama Judul dan Fokus Metode Hasil Keunggulan
Peneliti Tahun Riset Penelitian Penelitian Penelitian ini
Penelitian
1. tTheresa Pemberdayaan | Menganali | Desain Pemberdayaan | Pemberdayaan
Oktari Masyarakat sis Proses | penelitian | masyarakat usaha mikro di
Wurara Melalui Pemberda | yang melalui Kabupaten
-Masye S. | Program yaan digunakan | program Sidoarjo
Pangkey Pelatihan Masyarak | dalam pelatihan melalui Dinas
rJoorie Usaha Mikro | at  oleh | penelitian | usaha mikro di | Koperasi dan
Ruru Di Kelurahan | Kelurahan | ini adalah | kelurahan Usaha Mikro
Imandi  Pada | Imandi metode imandi masih | bertindak
Pandemi Melalui penelitian | belum cukup | secara tegas
Covid 19, | Program deskriptif baik dari tiga | dalam
2021 Pelatihan | kualitatif. aspek  yang | menangani
Usaha telah  diukur | masalah yang
Mikro. yaitu input, | dihadapi usaha
proses, output | mikro  pada
dan hanya | masa pandemi.
proses yang | Upaya Yyang
dinilai cukup | telah
baik. dilakukan
Pemberdayaan | yaitu
masyarakat mengadakan
dilakukan oleh | kelas  untuk
pemerintah para usaha
ditengah agar penjualan
pandemi ini | tetap berlanjut
merupakan meskipun
bentuk dalam
pelayanan pembatasan
masyarakat mobilitas
yang masyarakat
dilakukan oleh | salah satunya
kelurahan agar | penjualan
masyarakatnya | melalui
dapat mampu | platform
bertahan digital atau e-
ditengah efek | commerce.

pandemi yang
menyerang
kesejahteraan
masyarakat.
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-Nur Pemberdayaan | Menganali | Tipe Pemberdayaan | Dinas

Aulia Usaha Mikro | sis upaya | penelitian | Usaha Mikro | Koperasi dan

Ulfa Bonggol pemberda | yang Bonggol Usaha Mikro

-Tri Pisang Di | yaan yang | digunakan | Pisang di | Kabupaten

Yuliyanti | Kabupaten dilakukan | oleh Kabupaten Sidoarjo
Ngawi Dalam | oleh Penulis Ngawi sudah | memilik
Memenuhi Diskop pada berjalan pelayanan
Permintaan Kabupate | penelitian | namun belum | fasilitas untuk
Pasar, 2020 n Ngawi | ini adalah | dapat para usaha

dalam Deskriptif | menyelesaikan | yang akan
mengatasi | Kualitatif. | permasalahan | merintis
permasala yang dihadapi | usahanya,
han yang oleh  Pelaku | mulai dari
dihadapai Usaha Mikro | sosialisasi
oleh Bonggol awal pendirian
Pelaku Pisang. usaha sampai
Usaha Kendala dan | perbantuan
Mikro hambatan modal usaha.
Bonggol yang dihadapi
Pisang. oleh Dinas

Koperasi,

UMKM  dan

Perindustrian

Kabupaten

Ngawi adalah

pada alat

produksi.

Selain itu

pemberdayaan

yang

dilakukan

belum

memenuhi

indikator

pemberdayaan

menurut

Sumodiningrat

karena belum

adanya

peningkatan

akses

permodalan.

Somadi Bauran Menganali | Metode Strategi Pemberdayaan
Strategi sis strategi | penelitian | pemberdayaan | usaha mikro di
Pemberdayaan | dan mengguna | UMK di | Sidoarjo
Usaha Mikro | tahapan kan Kabupaten diupayakan
Dan Kecil | pemberda | pendekatan | Sukabumi mampu
(UMK) di | yaan kualitatif meliputi bersaing dan
Kabupaten usaha deskriptif | optimalisasi tetap bertahan
Sukabumi, mikro dan | dengan produk yang | meskipun di
2020 kecil  di | teknik tersertifikasi landa pandemi

Kabupate | analisis dan covid-19.

n SWOT. ketersediaan Usaha yang

Sukabumi bahan  baku, | telah terdaftar
manajemen di Dinas
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usaha secara
professional,
optimalisasi
pembiayaan
usaha,
pengembanga
n sarana dan
prasarana
pendukung
usaha UMK,
perluasan
pangsa pasar,
membangun
kemitraan
usaha,
melakukan
pembaharuan
dan pemetaan
database
UMK,
penguatan
payung hukum
dan
kelembagaan,
dan
membangun
iklim  usaha
yang kondusif.
Sedangkan
tahapan-
tahapan dalam
mengimpleme
ntasikan
berbagai
strategi
pemberdayaan
UMK terdiri
dari lima
tahapan yaitu
tahap
identifikasi,
tahap
pengenalan,
tahap
pengembanga
n, tahap
percepatan
dan tahap
penguatan.

Koperasi dan
Usaha Mikro
Kabupaten
Sidoarjo dapat
mengikuti
program
pelatihan
khusus yang
dilaksanakan
oleh Dinas
Koperasi dan
Usaha Mikro
Kabupaten
Sidoarjo
dengan
inovasi
penjualan
melalui
platform
digital.

Sumber : Penulis
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2.2. Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum
nilai-nilai sosial untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang
bersifat people centered, participatory, empowerment and sustainable (Chambers,

1995). Chambers menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan tidak semata-mata

memenuhi kebutuhan dasar (basic need) atau menyediakan mekanisme untuk

mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (safety net), upaya mencari alternatif
pertumbuhan lokal atau di masa lalu.

a) Indikator Keberhasilan Pemberdayaan

Keberhasilan pemberdayan dapat dilihat dari keberdayaan yang menyangkut
kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan, dan kemampuan kultur
serta politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan,
yaitu: kekuasaan di dalam (power within), kekuasaan untuk (power to), kekuasaan
atas (power over) dan kekuasaan dengan (power with). Dari beberapa dasar
tersebut, berikut ini sejumlah indikator yang dapat dikaitkan dengan keberhasilan

dari pemberdayaan (Suharto, 2005):

1) Kebebasan mobilitas adalah kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah
atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop,
rumah ibadah, ke rumah tangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika
individu mampu pergi sendirian.

2) Kemampuan membeli komoditas kecil adalah kemampuan individu untuk
membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak goreng,

bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, shampo, rokok, bedak). Individu
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dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika dapat membuat
keputusan sendiri tanpa meminta izin orang lain termasuk pasangannya,
terlebih jika dapat membeli barang-barang dengan menggunakan uangnya
sendiri.

3) Kemampuan membeli komoditas besar adalah kemampuan individu untuk
membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV,
radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, point
tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri
tanpa meminta izin dari orang lain, terlebih jika dapat membeli dengan
uangnya sendiri.

4) Terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga yaitu mampu
membuat keputusan secara sendiri maupun bersama (suami/istri) mengenai
keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing
untuk ternak, memperoleh kredit usaha.

5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga yaitu responden ditanya mengenai
apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak, mertua)
yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa izinnya, yang melarang
mempunyai anak, atau melarang bekerja di luar rumah.

6) Kesadaran hukum dan politik adalah mengetahui nama salah seorang pegawai
pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden,
mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.

7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes seseorang dianggap ‘berdaya’

jika pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan
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protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan
suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial,
atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.

8) Jaminan ekonomi dan kotribusi terhadap keluarga yaitu memiliki rumah, tanah,
aset produktif dan tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika
memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

b) Tahap- Tahap Proses Pemberdayaan

Menurut Sulistiyani (2004) bahwa terdapat beberapa tahapan yang perlu
dilalui dalam melakukan pemberdayaan yaitu sebagai berikut :

1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku.

Penyadaran dan membentuk perilaku yang merupakan tahapan dalam
mempersiapkan pemberdayaan. Di tahapan ini pelaku pemberdayaan mewujudkan
suatu kondisi dimana perlunya mencapai kesadaran tentang memperbaiki kondisi
saat ini untuk mencapai sebuah kondisi di masa depan yang lebih baik. Pada
tahapan ini, masyarakat juga didorong untuk membentuk kesadaran dan keinginan
untuk belajar. Dengan begitu, masyarakat akan terbuka untuk sebuah perubahan
dan akan merasa terus membutuhkan ilmu pengetahuan serta kemampuan guna
meningkatkan kualitas di masa sekarang ataupun yang akan datang.

2) Tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan.

Masyarakat diperkenalkan tentang ilmu pengetahuan, kecapakan, dan
kemampuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Melalui pembekalan ilmu ini,

maka masyarakat memiliki poin yang lebih unggul. Sehingga, pada akhirnya
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fokus dan tujuan dari pemberdayaan akan berjalan sesuai dengan sasaran atau
tujuan yang ditetapkan.
3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan.

Peningkatan kemampuan serta keterampilan masyarakat dapat membentuk
sebuah kemandirian. Kemandirian yang dimaksud tersebut akan terwujud dalam
suatu bentuk kreasi dan inovasi serta inisiatif yang diterapkan dalam
Ilingkungannya. Ketika masyarakat sudah berada pada tahap ini, diharapkan
mampu menjadi tokoh utama berbagai konteks pembangunan. Dengan begitu,
sikap kemandirian telah berhasil terbentuk dan sudah menjadi kebiasaan.
Sehingga tidak perlu ada lagi paksaan atau dorongan untuk melakukan sesuatu
yang dinilai penting dalam suatu perubahan kemandirian yang tumbuh secara
sendiri untuk kemajuan yang lebih baik.

Konsep pemberdayaan usaha mikro merupakan upaya untuk membangun
daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan
potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. UU No.20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, bahwa pemberdayaan usaha mikro
sebagaimana dimaksud dalam amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI1/1998 tentang Politik Ekonomi
dalam rangka demokrasi ekonomi dan usaha mikro perlu diselenggarakan secara
menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang
kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan
pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan,

peran, dan potensi usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi,
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pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan
pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah,
pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk
penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga
mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
Pemberdayaan usaha mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dan pembangunan
perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
Prinsip pemberdayaan usaha mikro (UU No.20 Tahun 2008) yaitu sebagai
berikut :
a) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro,
kecil, dan mengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
b) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
c) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai
dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah.
d) Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
e) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
Tujuan pemberdayaan usaha mikro (UU No.20 Tahun 2008) yaitu sebagai
berikut :
a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan
berkeadilan.
b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan

menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
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¢) Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan
daerah, menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan
ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Perencanaan pemberdayaan usaha mikro dimaksudkan untuk memberikan
arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan pemberdayaan (Pergub
Jawa Timur No. 22 Tahun 2018). Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah
Provinsi, dilaksanakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi,
meliputi : melakukan inventarisasi dan identifikasi jenis usaha di masyarakat;
melakukan  penyuluhan;  menumbuhkembangkan jiwa  kewirausahaan;
memfasilitasi jenis-jenis usaha ke dalam Kelompok dan Sentra; melakukan
bimbingan teknis dalam mengelola usaha; memfasilitasi peningkatan struktur
permodalan; memfasilitasi akses skema-skema kredit; memfasilitasi peningkatan
status aset; memfasilitasi skema-skema aset; memfasilitasi jaringan usaha;
memfasilitasi HKI; memfasilitasi pemasaran dan promosi usaha; memfasilitasi
pengurusan perizinan usaha; memfasilitasi kerjasama dan kemitraan;
memfasilitasi sistem informasi; memfasilitasi standardisasi dan desain produk;
dan lain-lain usaha yang dapat memberdayakan usaha mikro. Pemberdayaan yang
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dibiayai melalui dana APBD pada setiap

tahun anggaran, dapat didukung oleh dana APBD Kabupaten/Kota dan APBN.
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2.3. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro,
kecil, dan menengah. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah).

Pasal 7 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim
Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang
meliputi aspek:

a) Pendanaan yaitu memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha
Mikro untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan
bank; memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya
sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro; memberikan kemudahan dalam
memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif
dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
membantu para pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan pembiayaan dan
jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga
keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun

sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.
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b) Sarana dan Prasarana yaitu mengadakan prasarana umum yang dapat

c)

mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro; dan memberikan
keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro.

Informasi Usaha yaitu membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data
dan jaringan informasi bisnis; mengadakan dan menyebarluaskan informasi
mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan
teknologi, dan mutu; dan memberikan jaminan transparansi dan akses yang

sama bagi semua pelaku Usaha Mikro atas segala informasi usaha.

d) Kemitraan yaitu mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro; mendorong

f)

terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi
usaha antar Usaha Mikro; mendorong terjadinya hubungan yang saling
menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro;
mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan
usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan mencegah terjadinya
penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok
tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

Perizinan Usaha yaitu menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha
dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan membebaskan biaya perizinan
bagi Usaha Mikro.

Kesempatan Berusaha yaitu menentukan peruntukan tempat usaha yang
meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri,

lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi
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pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya; menetapkan alokasi waktu berusaha
untuk Usaha Mikro di subsektor perdagangan retail; mencadangkan bidang dan
jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya,
serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro serta bidang
usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama
dengan Usaha Mikro; melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha
Mikro; mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro
melalui pengadaan secara langsung; memprioritaskan pengadaan barang atau
jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

g) Promosi Dagang yaitu meningkatkan promosi produk Usaha Mikro di dalam
dan di luar negeri; memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk
Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri; memberikan insentif dan tata cara
pemberian insentif untuk Usaha Mikro yang mampu menyediakan pendanaan
secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain
Usaha Mikro dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

h) Dukungan Kelembagaan yaitu mengembangkan dan meningkatkan fungsi
inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra
bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung

pengembangan Usaha Mikro.
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Pasal 21 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi
Usaha Mikro. Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari
penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dalam
bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Usaha
Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan
kepada Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan
pembiayaan lainnya. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat
memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan
sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk
kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan
bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro.

Pasal 22 Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro,
Pemerintah melakukan upaya:

a) Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga
keuangan bukan bank.

b) Pengembangan lembaga modal ventura

c) Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang.

d) Peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi
simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah.

e) Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang
kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan
menengah. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Nilai nominal kriteria di
atas dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Selain Kriteria
modal usaha dan hasil penjualan tahunan, kementerian/lembaga negara dapat
menggunakan Kriteria lain seperti omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah
tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan
teknologi ramah lingungkan sesuai dengan Kriteria setiap sektor usaha untuk
kepentingan tertentu.

Pasal 37 Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki
Perizinan Berusaha. Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan
berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk :

a) Nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah.
b) Nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko
menengah rendah dan menengah tinggi.
¢) Nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
Pasal 53 Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi
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restrukturisasi kredit; rekonstruksi usaha; bantuan permodalan; dan/atau bantuan

bentuk lain.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2020
tentang kementrian koperasi dan usaha kecil dan menengah, Pasal 5 dalam
melaksakanakan tugas, Kementerian Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :

a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang usaha mikro.

b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang usaha mikro.

c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Usaha
Mikro.

d) Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian
Usaha Mikro.

e) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Usaha Mikro.

f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 13, Deputi Bidang Usaha Mikro berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri. Deputi Bidang Usaha Mikro dipimpin oleh Deputi. Pasal
14, Deputi Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang usaha
mikro. Pasal 15, Dalam melaksanakan tugas Deputi Bidang Usaha Mikro
menyelenggarakan fungsi :

a) Perumusan kebijakan di bidang peningkatan potensi dan peluang usaha,

peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha, perlindungan usaha,
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pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, serta kemitraan usaha
mikro.

b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan
potensi dan peluang usaha, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha,
perlindungan usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, serta
kemitraan usaha mikro.

c) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan potensi
dan peluang usaha, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha,
perlindungan usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, serta
kemitraan usaha mikro.

d) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kriteria di bidang pemberdayaan dan
pengembangan usaha mikro.

e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan dan
pengembangan usaha mikro

f) Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Usaha Mikro.

g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas
nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan
pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum
pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang perizinan berusaha

terintegrasi secara elektronik bagi usaha mikro dan kecil. 1zin Usaha Mikro dan
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Kecil yang selanjutnya disingkat ITUMK adalah izin yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil. Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya
disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS
untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota
kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 1zin Komersial
atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas
nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan
Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi
persyaratan dan/atau Komitmen. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya
disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS
setelah melakukan Pendaftaran.

IUMK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana
pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dalam
mengembangkan usahanya. Tata Cara Permohonan Izin sebagai berikut :

1) Pelaku Usaha mengakses laman OSS untuk memperoleh akun pengguna.

2) Pelaku Usaha melakukan pendaftaran pada laman OSS menggunakan akun
pengguna.

3) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data sebagaimana tercantum dalam
laman OSS.

4) OSS menerbitkan NIB bagi Pelaku Usaha yang telah melakukan pengisian data

secara lengkap.
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5) Setelah Pelaku Usaha memperoleh NIB, Lembaga OSS secara bersamaan
menerbitkan IUMK.

6) IUMK digunakan oleh Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan
pengajuan Izin Komersial atau Operasional.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria Usaha Mikro adalah:
memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil
penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Bentuk-bentuk Perlindungan Usaha tersebut berupa :

a) Pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang
perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

b) Perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro dari upaya
monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya.

c) Perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan
Pemberdayaan untuk Usaha Mikro.

d) Pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku Usaha Mikro
dengan melibatkan peran serta Perguruan Tinggi.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi
pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk

dan daya saing, meliputi bidang :
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Bahan baku yaitu memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku,
sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk
Usaha Mikro; mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah untuk
dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro; dan
mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin

kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

b) Teknologi produksi yaitu meningkatkan kemampuan Usaha Mikro di bidang

penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru; memberikan
insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan
melestarikan lingkungan hidup; dan memfasilitasi dan mendorong Usaha
Mikro untuk memperoleh sertifikat HAKI di dalam negeri dan di luar negeri.

Pengembangan desain produk dan kemasan yaitu meningkatkan kemampuan di
bidang desain produk dan kemasan; memberikan layanan konsultasi, pelatihan,
bimbingan, serta pendampingan langsung kepada Usaha Mikro untuk
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang desain produk dan
kemasan; dan memperhatikan serta mengembangkan keragaman budaya

masyarakat melalui proses kreatif untuk memperkaya ragam desain produk.

d) Pemasaran  yaitu menyediakan sarana pemasaran yang meliputi

penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah
dagang, dan promosi Usaha Mikro; memberikan dukungan promosi produk,
jaringan pemasaran, dan distribusi; dan menyediakan tenaga konsultan

profesional dalam bidang pemasaran.
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e) Sumber daya manusia Yyaitu memasyarakatkan dan membudayakan
kewirausahaan;  meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk
melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas usaha,
dan penciptaan wirausaha baru.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2018 tentang peraturan
pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur. Kriteria Sentra Usaha Mikro
adalah :

a) Terdapat paling sedikit 20 (dua puluh) pelaku usaha, dengan kapasitas produksi
yang memadai dalam kawasan sentra yang memiliki prospek untuk
dikembangkan menjadi bagian integral dari klaster.

b) Mempunyai hasil penjualan paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta
rupiah) setiap bulan.

¢) Mempunyai prospek pasar yang baik.

d) Mempunyai jaringan kemitraan dalam pengadaan bahan baku maupun
pemasaran.

e) Mampu menyerap tenaga kerja paling sedikit 40 (empat puluh) orang dalam
kawasan sentra.

f) Mengutamakan bahan baku lokal dalam negeri.

g) Menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan mutu produk.

h) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung.
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Pendekatan Klaster diterapkan pada Usaha Mikro dengan ketentuan :

a) Merupakan komoditas unggulan yang menjadi prioritas pengembangan usaha
di Jawa Timur.

b) Diutamakan memiliki pasar berorientasi ekspor.

c) Terdapat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi pionir lokal (local
champion).

d) Diutamakan klaster yang menyerap banyak tenaga kerja.

e) Merupakan Kklaster yang menjadi prioritas/telah mendapat binaan dari
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau dukungan dari
lembaga lain.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau
badan usaha perorangan yang memenuhi Kkriteria usaha mikro sesuai peraturan
perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor
33 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata
kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Bidang
Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas dalam bidang pemberdayaan usaha mikro. Bidang Pemberdayaan Usaha
Mikro mempunyai fungsi :

a) Penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro.

b) Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis.

¢) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis
pemberdayaan usaha mikro.

d) Pelaporan kinerja bidang pemberdayaan usaha mikro.
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e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai tugasnya.
Seksi Pendataan dan Kelembagaan mempunyai tugas :

a) Menyusun rumusan kebijakan teknis kelembagaan usaha mikro dan PKL.

b) Menyiapkan pedoman teknis pendataan dan kelembagaan usaha mikro dan
PKL.

c) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja, kegiatan,
dan penganggaran pendataan dan kelembagaan usaha mikro dan PKL.

d) Menyiapkan bahan data pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis terkait
pendataan dan kelembagaan usaha mikro yang terintegrasi mulai data
kabupaten, kecamatan, maupun desa.

e) Melaksanakan koordinasi pendataan, penyusunan database, dan pengembangan
teknologi informasi terkait pemberdayaan usaha mikro dan PKL.

f) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan
usaha mikro dan PKL.

g) Melaksanakan penataan, pembinaan, dan pengawasan usaha mikro dan PKL.

h) Melaksanakan penyusunan database, pemetaan, potensi usaha mikro dan PKL.

i) Memfasilitasi surat keterangan usaha mikro.

J) Memfasilitasi kelembagaan usaha mikro.

k) Memfasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro.

I) Melaksanakan analisa teknis/ penelitian teknis/ kajian teknis/ inovasi terkait
pendataan dan kelembagaan usaha mikro dan PKL.

m)Menyusun dan memperbarui data pendataan dan kelembagaan usaha mikro dan

PKL.
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n) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis pendataan
dan kelembagaan usaha mikro dan PKL.

0) Melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada
bidang.

p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugasnya.

Seksi Pembinaan dan Kemitraan mempunyai tugas :

a) Menyusun rumusan kebijakan teknis pembinaan dan kemitraan usaha mikro
dan PKL.

b) Menyiapkan pedoman teknis pembinaan dan kemitraan usaha mikro dan PKL.

¢) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan dan kemitraan usaha mikro
dan PKL.

d) Melaksanakan penyusunan rencana program Kerja, kegiatan dan penganggaran
pembinaan dan kemitraan usaha mikro dan PKL.

e) Melaksanakan sosialisasi/bimbingan teknis administrasi, manajemen dan
keuangan sederhana bagi usaha mikro dan PKL.

f) Melaksanakan fasilitasi pembiayaan usaha mikro dan PKL.

g) Melaksanakan koordinasi dan pemantauan produk usaha mikro dan PKL.

h) Melaksanakan pembinaan dan manajemen wirausaha baru.

i) Melaksanakan pembinaan produk olahan dasar wirausaha baru.

J) Melaksanakan temu usaha, business matching, market intelligence bagi pelaku

usaha mikro.
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k) Melaksanakan promosi/ pemasaran usaha mikro melalui pameran dalam daerah
baik secara luring maupun virtual.

I) Melaksanakan analisa teknis/ penelitian teknis/ kajian teknis/ inovasi terkait
pembinaan dan kemitraan usaha mikro dan PKL.

m)Menyusun dan memperbarui data pembinaan dan kemitraan usaha mikro dan
PKL.

n) Melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Kkebijakan teknis
pembinaan dan kemitraan usaha mikro dan PKL.

0) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugasnya.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam
undang-undang mengenai usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bupati Sidoarjo Nomor 95 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan kredit usaha
rakyat daerah di Kabupaten Sidoarjo. Penyaluran KURDA bertujuan untuk :

a) Mendorong percepatan pelaksanaan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan
tenaga kerja.

b) Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif.

¢) Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil.

Penerima KURDA terdiri dari : usaha mikro dan kecil; usaha produktif
bidang pertanian dan perikanan; dan anggota kelompok usaha, seperti :
1) Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

2) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
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3) Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan).

4) Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar).

5) Kelompok usaha lainnya.

Penerima KURDA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Memiliki usaha produktif dan layak.

b) Memiliki surat izin usaha yang diterbitkan Perangkat Daerah teknis dan/ atau
surat izin lainnya

¢) Penduduk Kabupaten Sidoarjo yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau
Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.

d) Bertempat usaha di Kabupaten Sidoarjo;

e) Memiliki Surat Keterangan Kelompok Usaha yang diterbitkan oleh Perangkat
Daerah teknis/ instansi terkait dan/ atau surat keterangan lainnya bagi
kelompok usaha.

f) Memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit dari Ketua Kelompok Usaha bagi
anggota kelompok usaha.

g) Memiliki Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa setempat bagi pelaku
usaha pemula.

h) Memiliki NPWP, bagi Penerima KURDA dengan plafon di atas
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

i) Tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat dari Penyalur Kredit Usaha

Rakyat yang lain dan/ atau Dana Bergulir.
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2.4. Teori Digitalisasi

Digitalisasi adalah proses membuat atau memperbaiki proses bisnis dengan
menggunakan teknologi dan data digital. Istilah digitalisasi mengacu pada
penggunaan teknologi dan data digital untuk meningkatkan bisnis, pendapatan,
dan menciptakan budaya digital. Dalam praktiknya, data digital dijadikan sebagai
pendukung utama untuk seluruh proses tersebut. Menurut kamus istilah
Gartner.com mendefinisikan, digitalisasi sebagai penggunaan teknologi digital
untuk mengubah sebuah model bisnis dan menyediakan pendapatan baru dan
peluang-peluang nilai yang menghasilkan; ini adalah sebuah proses perpindahan
ke bisnis digital.

Transformasi digital adalah proses transformasi aktivitas, proses, dan model
bisnis secara keseluruhan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Tujuan
utamanya adalah meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, dan menemukan
peluang bisnis baru. Transformasi digital bisa dikatakan lebih fokus pada manusia
dibandingkan teknologi digitalnya. Proses transformasi digital mengubah konsep
secara organisasi, menjadi lebih berpusat pada pelanggan, didukung dengan
kepemimpinan, didorong adanya tantangan pada budaya perusahaan, serta
pemanfaatan teknologi yang memberdayakan karyawan.

Transformasi digital telah menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan.
Karena, tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan penerapan transformasi digital
merupakan kesatuan antara karyawan dengan para eksekutif yang terampil untuk
menghasilkan kekuatan transformatifnya. Namun, kemungkinan digital perlu

disatukan dengan karyawan dan eksekutif yang terampil untuk mengungkapkan
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kekuatan transformatifnya. Dengan demikian, transformasi digital membutuhkan
teknologi dan manusia. Transformasi digital didefinisikan sebagai perubahan
organisasi yang dipicu oleh teknologi digital. Oleh karena itu, terdapat dua
perspektif dalam transformasi digital organisasi yang harus diperhatikan, yaitu
teknologi dan manusia. Menurut (Lucija, Vuksic’, dan Spremic’ 2019), dalam
transformasi digital terdapat 7 dimensi, yaitu :
1) Strategi

Setiap organisasi ataupun perusahaan memiliki visinya masing-masing.
Untuk mencapai kesusksesan sebuah transformasi digital, perlu adanya
kesepahaman visi pada semua pihak yang terlibat di dalamnya. Setiap perusahaan
perlu mengembangkan strateginya sesuai dengan kebutuhannya sendiri dan
tahapan proses transformasi digitalnya.
2) Sumber Daya Manusia

Dalam upaya mengembangkan budaya digital dan mendapatkan keunggulan
kompetitif, organisasi atau perusahaan perlu menerapkan langkah-langkah untuk
memperoleh SDM dengan keterampilan digital. Sumber daya manusia perlu
dibekali ilmu dan keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan digital.
Langkah ini dilakukan agar nantinya sumber daya manusia yang berpartisipasi
dalam perusahaan mampu memberikan kontribusi nyata demi kemajuan
perusahaan.
3) Organisasi

Transformasi digital tidak dapat beroperasi sendiri dan proyek digital juga

tidak dapat dijalankan secara terpisah dari perusahaan lainnya. Oleh karena itu,
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perusahaan yang melakukan transformasi digital membutuhkan pihak lain untuk
melakukan koordinasi dan mengkoordinasikan proses transformasi digital ini.
4) Pelanggan

Kualitas dalam pelayanan adalah hal yang sangat perlu diperhatikan. Untuk
dapat memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik, perusahaan perlu
merancang sebuah proses pelayanan secara cepat dan tepat dengan memanfaatkan
teknologi digital. Perusahaan perlu merancang ulang produk dan layanan mereka
untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, memajukan kualitas
layanan, dan menciptakan nilai baru bagi pelanggan.
5) Ekosistem

Tujuan utama penerapan transformasi digital adalah agar lebih melibatkan

pelanggan dalam proses perusahaan yang dapat diperoleh melalui platform digital.
Dengan demikian, akan tercipta suasana atau ekosistem bisnis yang memposisikan
pelanggan sebagai mitra perusahaan.
6) Teknologi

Salah satu hal yang melekat dengan transformasi digital ialah penggunaan
teknologi. Dengan semakin berkembanganya zaman, perusahaan telah disuguhkan
dengan beragam pilihan teknologi modern. Pemilihan teknologi ini nantinya harus
didasarkan pada area digitalisasi yang akan menjadi fokus perusahaan.
7) Inovasi

Tuntutan untuk terus melakukan pembaharuan dan penciptaan temuan baru
perlu dilakukan oleh perusahaan. Setiap idea tau gagasan inovasi yang muncul

perlu diinformasikan kepada semua pihak internal perusahaan.
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Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja
diyakini akan meningkatkan minat masyarakat dalam membuka usaha, khususnya
untuk usaha mikro, karena menciptakan kemudahan dalam perizinan. UU Cipta
Kerja juga mendorong penguatan ekosistem usaha mikro dan e-commerce melalui
berbagai macam kemudahan. Di antaranya terkait perizinan, sertifikasi,
pembiayaan, akses pasar, pelatihan, infrastruktur digital, penyelenggaraan sistem
dan transaksi elektronik, serta iklim berusaha di sektor e-commerce.

Undang-Undang Cipta Kerja mengatur penguatan ekosistem e-commerce,
yang dapat mendukung upaya digitalisasi usaha mikro, meliputi antara lain
percepatan perluasan pembangunan infrastruktur broadband, di mana pemerintah
pusat dan daerah memfasilitasi dan memudahkan dalam membangun infrastruktur
telekomunikasi. Pemerintah mengatur penetapan tarif batas atas dan/atau bawah
untuk melindungi kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.
“Pelaku UMK merupakan pelaku usaha yang memiliki daya tahan dan daya juang
tinggi di Indonesia. Karena itu, pemerintah terus mendorong agar pelaku UMK di
Indonesia terus meningkatkan pemanfaatan teknologi di tengah perkembangan
ekonomi digital yang sangat cepat, sehingga memiliki daya saing tinggi, dapat
naik kelas, serta mampu menjangkau ekspor dan pasar internasional” (Menko
Airlangga, 2020). Pemerintah terus mendorong upaya digitalisasi usaha mikro,
yang merupakan bentuk realisasi dari dua agenda besar saat ini, yaitu agenda

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Transformasi Digital.



BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif
dengan strategi studi kasus dengan teknik penentuan informan secara sampel
purposif. Suatu penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk
memperoleh, memahami, mendiskripsikan, mencatat dan menganalisis
pemberdayaan usaha mikro melalui inovasi platform digital di Kabupaten
Sidoarjo pada masa pandemi covid-19. Metode kualitatif sebagai suatu prosedur
penelitian yang bisa menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat kita amati.

Data yang sudah terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh
bisa melalui suatu pengumpulan data primer seperti observasi, studi pustaka,
wawancara terhadap informan, dan pengumpulan data sekunder seperti data
pendukung yang diperoleh dari dokumen atau arsip yang sudah ada atau literatur

tulisan yang sangat berkaitan dengan judul.

3.2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini fokus atau target yang hendak dicapai adalah
pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Sidoarjo dalam upaya pengembangan usaha mikro melalui inovasi platform

digital, yang mana kita ketahui pada masa pandemi covid-19 agar terhindar dari

39



40

penularannya virus maka pemerintah menerapkan jaga jarak apalagi adanya
kerumunan.

Dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo
memiliki beberapa langkah untuk mengembangankan usaha mikro dalam masa
pandemi covid-19 yaitu menyediakan fasilitas pelatihan yang dilakukan secara

daring.

3.3. Subyek Penelitian/ Informan

Informan merupakan sumber informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk
menyelesaikan penelitiannya. Penelitian ini menggunakan sampel purposif yaitu
metode pengambilan sampel yang menurut peneliti mengandalkan penilainnya
sendiri ketika memilih informan untuk berpartisipasi dalam penelitian. Teknik ini
memberikan kemudahan terhadap peneliti, pengambilan sampel dengan tujuan
merupakan salah satu metode pengambilan sampel yang efektif dan efisien dari
segi biaya dan waktu. Adapun yang menjadi informan untuk diwawancarai dalam
penelitian ini yaitu :
1) Kepala Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kabupaten Sidoarjo.

2) Kepala Seksi Pengelolaan Data Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Sidoarjo.
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3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan
lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif,
karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah
ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi
penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.
Beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto Raya Suprapto No.9, Sidoklumpuk,
Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61218.

Salah satu alasan dilakukannya penelitian di Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Sidoarjo, karena banyak sekali dampak akibat pandemi covid-
19 yang membuat perekonomian semakin menurun, serta banyaknya pengusaha
kecil sampai terbesar mengalami gulung tikar. Sebab itu Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo membuat upaya menangani masalah tersebut,

agar para pengusaha dapat bangkit dari terpurukannya akibat pandemi covid-19.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode
observasi, wawancara, dan telaah dokumentasi.
3.5.1. Observasi

Teknik ini dipergunakan untuk mengamati berbagai kegiatan Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam memanfaatkan platform

digital untuk pemberdayaan usaha mikro dimasa pandemi covid-19.



42

3.5.2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terbuka, dan terstruktur dengan wawancara ini
dapat bersifat fleksibel dan juga menyesuaikan dengan kondisi lapangan,
pertanyaan yang berpusat pada permasalahan, fokus penelitian dan tujuan
penelitian sehingga informasi yang dikumpulkan lengkap dan mendalam.
Wawancara dengan tatap muka menggunakan kebijakan pemerintah pada masa
pandemi covid-19 yaitu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
Sedangkan untuk wawancara lebih lanjut dengan memanfaatkan platrom digital
agar lebih jelas dan detail dalam menggali informasi.
3.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode dalam mencari data yang berhubungan
dengan sebuah catatan yang berupa variabel. Catatan, buku, surat kabar, media
massa, dan lainnya. Metode dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data
yang berasal bukan dari manusia. Sumber data yang begitu penting dalam

penelitian ini dari hasil penelitian terdahulu dari jurnal dan karya ilmiah.

3.6. Teknik Analisis Data

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman dan
Saldana yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi
data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,
pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan
tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian

berlangsung. (1) Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan,
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menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi
data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
Reduksi dilakukan dengan cara seleksi ketat atas data, ringkasan, dan
menggolongkannya dalam pola yang lebih luas, (2) Penyajian data adalah
penyusunan informasi data dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel dan lain
sebagainya. Dengan menyajikan data, maka peneliti dapat mudah memahami apa
yang akan terjadi selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahmi dari apa yang
telah disajikan tersebut. (3) Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir
dalam analisis data yakni berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah
ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang cukup jelas
daripada temuan sebelumnya, adanya hubungan kausalitas atau interaktif, hingga

adanya temuan hipotesis atau teori baru.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Deskripsi lokasi penelitian dalam sebuah penelitian digunakan untuk
menggambarkan keadaan lokasi penelitian. Penelitian ini akan mendiskripsikan
tentang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana
sesuai dengan judul penelitian. Gambaran lokasi yang dimaksud meliputi
pengertian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, lokasi penelitian, pelayanan yang
diberikan, visi dan misi, tugas dan fungsi, daftar pegawai dan struktur organisasi.
4.1.1.Pengertian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo adalah unsur
pelaksana urusan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4.1.2.Lokasi Penelitian

Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo terletak di
Jalan Jaksa Agung Suprapto Raya Suprapto No.9, Sidoklumpuk, Sidokumpul,
Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61218.
4.1.3.Pelayanan yang Diberikan

Kantor ini melaksanakan urusan pemerintah bidang koperasi dan bidang
usaha mikro termasuk merumuskan kebijakan hingga penerbitan surat keterangan
usaha mikro, pelayanan konsultasi usaha mikro, fasilitas penerbitan nomor induk

koperasi, permintaan data koperasi dan usaha mikro, fasilitas pendirian koperasi,
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penerbitan surat keterangan koperasi, advokasi koperasi bermasalah, dan penilaian

kesehatan koperasi.

4.1.4.Visi dan Misi

Setiap instansi pemerintah harus memiliki visi dan misi agar dalam proses
berlangsungnya pekerjaan lebih jelas. Visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

a) Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo adalah
“Terwujudnya kabupaten sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter, dan
berkelanjutan.”

b) Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo :

1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas
melalui digitalisai untuk 